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ABSTRAK 

Oleh: 

Gianda Tifanni 

 

Pesatnya perkembangan dunia usahanya adakalanya tidak diimbangi dengan 

penciptaan rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat 

sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak menguntungkan 

konsumen. Apalagi terjadi posisi yang tidak berimbang antara produsen dan 

konsumen akan mudah untuk disalahgunakan (matchpositie) oleh pihak yang lebih 

kuat dalam hal ini pelaku usaha bahkan pelaku usaha dapat mengelabui 

konsumennya. Sehingga perlu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen 

supaya tidak dirugikan oleh pelaku usaha.  

Permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: bagaimana bentuk 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikelabui oleh pelaku usaha. 

Kemudian bagaimana bentuk sanksi hukum yang tepat terhadap pelaku usaha yang 

mengelabui konsumen.  

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, maksudnya adalah 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan 

serta menganalisis mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang 

Dirugikan Akibat Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang yang 

Ditawarkan”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; bentuk perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang dikelabui oleh pelaku usaha ada dua bentuk yaitu 

perlidungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan 

mencegah terjadi sengketa oleh karena itu, pemerintah membentuk Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional, sedangkan bentuk perlindungan hukum bersifat 

represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara pembinaan dan 

pengawasan terhadap konsumen agar terselenggara perlindungan terhadap konsumen 

secara memadai, bahkan termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan 

bentuk sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang mengelabui konsumen yaitu dapat 

dikenakan dengan bentuk sanksi perdata dalam bentuk ganti rugi berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, dengan memperhitungkan situasi konkretnya keadaan subjektif diri yang 

bersangkutan. Selanjutnya dapat dikenakan dengan sanksi administratif berupa 

penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Dikelabui, dan Pelaku Usaha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pemerintah orde baru saat itu menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan 

besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-

perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan 

fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu 

diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini dalam pemberian proteksi yang 

dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau 

dengan kata lain memberikan posisi monopoli
1
.  

Pesatnya perkembangan dunia usahanya adakalanya tidak diimbangi dengan 

penciptaan rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat 

sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak menguntungkan 

konsumen. Dengan pesatnya perkembangan dunia usaha sekarang ini maka 

konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga konsumen tidak 

dirugikan oleh pelaku-pelaku usaha.  

Dengan adanya perlindungan konsumen, diharapkan pelaku usaha mengetahui 

batasan-batasan dalam menjalankan kewajiban dan juga timbal balik dari masyarakat 

sebagai konsumen sehingga terjadi kesesuaian dalam memberikan pelayanan barang 

                                                           
1
 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 

hlm. 2.    



 
 

dan atau jasa. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas 

adanya tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, maka pemerintah Republik 

Indonesia memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk upaya perlindungan bagi 

konsumen yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah adanya penyebutan 

secara tegas hak-hak konsumen. 

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung 

sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Secara umum dan mendasar hubungan 

antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan 

kesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling 

menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang 

satu dengan yang lain. 

Konsumen, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa 

konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan Az. Nasution berpendapat 

bahwa konsumen adalah “setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan 

untuk tujuan tertentu
2
”. 

                                                           
2
 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media, Jakarta, 

2007, hlm. 29. 



 
 

 Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun 

berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen 

untuk suatu barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi 

menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak 

mempunyai kedudukan yang sama dengan produsen. Perlindungan terhadap 

konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, 

mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor 

penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang 

dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan 

mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka 

konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya
3
. 

Campur tangan negara sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak-hak 

konsumen. Sementara itu, Janus Sidabalok mengemukakan ada empat alasan pokok 

mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut: 

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa 

sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak 

negatif penggunaan teknologi; 

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat 

rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga 

untuk menjaga kesinambungan pambangunan nasional; 

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan 

yang bersumber dari masyarakat konsumen
4
. 

 

                                                           
3
 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.   

4
 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2006, hlm. 6.  



 
 

Posisi yang tidak berimbang antara produsen dan konsumen akan mudah 

untuk disalahgunakan (matchpositie) oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini akan 

berdampak lebih buruk jika pihak pelaku usaha yang lebih kuat itu didukung oleh 

fasilitas yang memungkinkan bertindak secara monopolis. Berdasarkan pada 

pemikiran hal tersebut di atas bahwa konsumen diharapkan dapat bersikap lebih 

kritis dalam menilai barang dan jasa serta dapat bertindak dan berusaha memperoleh 

hak-haknya serta kepentingannya itu. Melalui sikap-sikap yang demikian kerugian 

yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsikan produk 

barang dan jasa dapat berkurang atau dengan perkataan lain kerugian dapat 

diperkecil. 

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi 

justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil 

produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan 

Pemerintah RI kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin 

itu dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah. Kaidah-kaidah hukum perdata 

umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di 

samping itu, tentu saja juga kaidah-kaidah hukum perdata adat, yang tidak tertulis, 

tetapi ditunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara tertentu. Menurut 

Sri Redjeki Hartono dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, aspek hukum 

perlindungan konsumen makin terasa sangat penting mengingat makin lajunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan 

efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai 



 
 

sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya 

baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan 

merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan 

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal 

yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia, 

mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan 

konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang
5
. 

Perlunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan 

posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa 

campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara 

langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak 

langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan 

penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila 

hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Oleh karena itu, 

keberadaan undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai landasan 

hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat 

untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan 

konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

                                                           
5
 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, 

Bandung, 2000, hlm. 33. 



 
 

Perlindungan Konsumen merupakan “payung” yang mengintegrasi dan memperkuat 

penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. 

Konsumen selalu menjadi objek bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan 

konsumen, karena kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi 

dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan 

kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen 

berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen dapat menjadi objek aktivitas 

bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara yang 

merugikan konsumen
6
. 

Hal tersebut disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, sehingga hak-hak 

konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus 

dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah 

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada 

masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi 

hak konsumen. Selain itu, kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya 

kesadaran akan hak-hak dan kewajiban serta kedudukan konsumen yang pada 

umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena 

                                                           
6
 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, 

hlm. 1.  



 
 

itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-

kepentingan konsumen
7
.  

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari akses negatif pemakai barang dan/jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e.  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingaa tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha 

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen.  

 

Dengan adanya perlindungan konsumen, diharapkan pelaku usaha mengetahui 

batasan-batasan dalam menjalankan kewajiban dan juga timbal balik dari masyarakat 

sebagai konsumen sehingga terjadi kesesuaian dalam memberikan pelayanan barang 

dan atau jasa.  Akan tetapi secara substansi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memiliki kelemahan yang bersifatnya merugikan konsumen, dalam hal konsumen 

menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah 

satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian berdasarkan harga barang atau 

hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian 

                                                           
7 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 1  



 
 

bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya 

perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya Pasal 19 ayat (2) dapat menentukan ganti 

kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang yang setara 

nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan 

sekaligus kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suatu 

produk. berarti, dapat dirumusan antara kata “setara nilainya” dengan “perawatan 

kesehatan” di dalam Pasal 19 ayat (2) yang ada sekarang tidak lagi menggunakan kata 

“atau” melainkan “dan/atau”. Melalui perubahan seperti ini, kalau kerugian itu 

menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang 

juga mendapat perawatan kesehatan
8
. 

Kelemahan yang sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu 

ketentuan Pasal 19 ayat (3) dimana ditententukan bahwa pemberian ganti kerugian 

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini 

dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang yang telah melewati 

batasan hari transaksi sebagaimana yang telah ditentukan tidak akan mendapatkan 

penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang 

bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu, agar undang-undang 

perlindungan konsumen ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa 

mengabaikan kepentingan konsumen, maka seharusnya Pasal 19 ayat (3) menentukan 

bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) 

                                                           
8
  Ahmadi Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm, 126. 



 
 

hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti 

rumusan yang ada sekarang. 

Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan 

menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen 

melalui pembinaan, pengawasan, dan pendidikan bagi konsumen. Dasar 

pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999, yaitu Pertama; pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus 

dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka 

barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang 

dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; 

kedua, semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi 

ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian 

atas mutu, jumlah, keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; ketiga, 

untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab
9
. 
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Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu 

antara lain adalah denga meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta 

membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan 

sikap pelaku usaha yag jujur dan bertanggung jawab
10

. 

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada 

kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen 

menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines for 

Consumer Protection, sebagai berikut: 

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 

keamanannya; 

b.  Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;  

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 

kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan 

kebutuhan pribadi; 

d. Pendidikan konsumen; 

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya 

yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk 

menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan mereka
11

.  

 

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada 

hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden 

Amerika serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang 

terdiri dari: 
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a. Hak memperoleh keamanan; 

b. Hak memilih;  

c. Hak mendapat informasi;  

d. Hak untuk didengar
12

.  

 

Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union (IOCU) 

ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:  

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 

c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
13

.  

 

Di samping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap 

atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut: 

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn 

gezendheid en veiligheid); 

b.  Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn 

economische belangen); 

c. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding);  

d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 

e. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord)
14

.  

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur permasalahan konsumen dan 

memberi wadah bagi aspirasi dan advokasi yang akan dilakukan konsumen jika 

terjadi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh produsen. Harapan 

terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen jelas sangat besar. Walaupun belum sempurna, akan tetapi 
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adanya undang-undang ini merupakan suatu langkah maju dalam rangka menciptakan 

kegiatan usaha yang sehat di Indonesia pada umumnya, dalam upaya memberikan 

perlindungan kepada konsumen pada khususnya. Dengan tujuan untuk mewujudkan 

perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta 

perekonomian yang sehat. Perlindungan konsumen di Indonesia sangat diperlukan 

karena perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia jauh dari harapan bahkan 

sampai saat ini perlindungan yang benar-benar dapat memberikan jaminan atas 

keperluan konsumen serta kebebasan masyarakat untuk menikmati hak-hak mereka 

sebagai konsumen belum terwujud
15

. 

Sedangkan yang menjadi makna dari Perlindungan Konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen. Pada hakekatnya, terdapat 2 (dua) instrumen hukum penting yang 

menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni; Pertama; 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber dari 

segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan 

nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis 

sehingga mampu menumbuhkan kembangkan dunia usaha yang memproduksi barang 

dan/jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua; Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-
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undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh 

perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. 

Perlindungan konsumen juga dituntut dengan adanya globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, yang telah memperluas 

ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu 

negara sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar 

negeri maupun produksi dalam negeri. Bertepatan dengan ASEAN Economic 

Community (AEC) yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015, dapat dijadikan 

sarana untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat secara keseluruhan di 

kawasan ASEAN pada khususnya dan di pasar dunia pada umumnya. Negara 

ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi 

arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil, dan arus modal yang lebih bebas. 

Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut akan membuka peluang 

Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya di kawasan ASEAN.Untuk itu, harus 

ada kesiapan Pemerintah dalam memproteksi masuknya arus bebas barang dan jasa 

dari negara lain. Dalam hal ini konsumen juga harus mendapatkan pemahaman dan 

pemberdayaan secara optimal mengenai tata cara pemilihan produk barang dan jasa 

yang baik dan benar. 

Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam 

upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta 



 
 

dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Pembinaan terhadap 

pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di 

masyarakat tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, tetapi 

juga bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang 

dan/atau jasa di pasar global. 

Pembinaan dilakukan melalui upaya untuk menciptakan iklim usaha dan 

tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; 

mengembangkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan meningkatkan kegiatan penelitian 

terkait dengan perlindungan konsumen. Sedangkan Pengawasan konsumen dilakukan 

melalui usaha bersama Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pembangunan dan 

perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan 

perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang 

dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung 

oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang 

gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, 

sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri 

maupun produksi dalam negeri. 



 
 

Kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih 

rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh 

karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi 

pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk 

melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan 

konsumen. 

Apalagi sekrang ini kegiatan jual beli lebih banyak dilakukan secara online 

atau yang disebut dengan E-commerce merupakan suatu kegiatan transaksi yang 

menggunakan media elektronik sebagai alat penghubungnya antara pelaku usaha 

dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui 

online. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara online 

dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalahpahaman 

antara pelaku usaha dengan konsumen. 

Terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan kegiatan 

transaksi secara online, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi konsumen masih lemah 

dalam transaksi online. Mulai dari belum adanya aturan hukum yang spesifik 

mengatur hal tersebut, minimnya bukti dan kebanyakan konsumen tidak tahu harus 

melaporkan kemana jika mereka dirugikan. Sehingga selain diperkuat dengan 

berbagai aturan tentang transaksi online, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan agar 



 
 

konsumen menjadi lebih cerdas dalam memilih penjual dan tahu harus mengadu ke 

mana ketika muncul masalah dalam kegiatan transaksi online
16

.  

Transaksi online  menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain 

lebih praktis serta dapat dilakukan dimana dan kapanpun selama memiliki koneksi 

internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yakni timbulnya permasalahan 

hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, 

maka keperluan terhadap adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang 

melakukan transaksi online sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki 

hak yang secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan 

serta hak atas informasi yang benar
17

. 

Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak 

secara khusus mengatur mengenai transaksi online. 

Perkembangan teknologi nampaknya membawa perubahan dalam hal 

terjadinya transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Ini nampak dari semakin 

maraknya berdagang dan berbelanja secara online (e-commerce). Hanya dengan 
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menggunakan smartphone, konsumen leluasa berbelanja dari ”satu mal ke mal yang 

lain” secara online. Kehadiran e-commerce disatu sisi memang menguntungkan 

konsumen, terutama yang tidak banyak memiliki waktu berbelanja ke mal/pasar 

konvensional. Namun, di sisi lain model belanja online juga membawa cacat yang 

berpotensi merugikan konsumen. Salah satu tengara munculnya permasalahan belanja 

online adalah aduan yang masuk ke YLKI. Jika tahun 2014 aduan tentang belanja 

online tidak masuk dalam 10 besar pengaduan, tahun 2015 belanja online bahkan 

menduduki peringkat ke-4 kasus yang paling banyak diadukan. Ini dapat dimaknai 

dari 2 (dua) hal; pertama bahwa belanja online telah mampu menarik minat 

konsumen, kedua; ketiadaan regulasi khusus yang mengatur e-commerce 

menempatkan konsumen pada posisi yang sangat lemah. Dari 77 (tujuh puluh tujuh) 

kasus terkait belanja online yang diadukan ke YLKI, 20 persen (16 kasus) 

diantaranya tentang refund bermasalah, informasi produk yang tidak sesuai dengan 

barang 13 kasus (16%), dan proses pengiriman lama 12 kasus (15%). Konsumen 

dalam posisi sangat lemah ketika barang yang ditawarkan melalui internet ternyata 

tidak sesuai dengan barang yang dikirim. Dalam kondisi seperti ini, konsumen 

sebenarnya memiliki opsi untuk membatalkan. Namun, realitanya konsumen akan 

kesulitan untuk menarik kembali (refund) biaya yang telah disetorkan. Sebuah 

keniscayaan bahwa teknologi akan semakin mendekatkan konsumen dan pelaku 

bertransaksi, bahkan tidak harus dalam nominal jutaan rupiah. Namun, tanpa hadirnya 



 
 

regulasi yang memayungi terutama perspektif perlindungan konsumen 

memungkinkan munculnya sengketa, baik di skala nasional maupun lintas negara
18

. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

secara mendalam dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang 

Dirugikan Akibat Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang 

yang Ditawarkan” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikelabui 

oleh pelaku usaha? 

2. Bagaimana bentuk sanksi hukum yang tepat terhadap pelaku usaha yang 

mengelabui konsumen? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya menganalisis 

mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat 

Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang yang Ditawarkan” yaitu 

bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikelabui oleh pelaku usaha, 

kemudian mengenai bentuk sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang mengelabui 

konsumen.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

dikelabui oleh pelaku usaha. 

2. Untuk menjelaskan bentuk sanksi hukum yang tepat terhadap pelaku usaha 

yang mengelabui konsumen. 

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai masukan terhadap penegakkan hukum perlindungan konsumen di 

Indonesia. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi untuk merevisi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

c. Sebagai bahan pemikiran bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI), sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

konsumen. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai bahan pemikiran bagi pemerintah, karyawan, dan stacholder 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia; 

b. Sebagai sumbangsih bagi lembaga pengadilan di Indonesia dalam 

menyelesaikan masalah perlindungan konsumen di Indonesia; 

c. Sebagai informasi kepada masyarakat yang ingin menkaji hukum 

perlindungan konsumen di Indonesia, baik bagi masyarakat dalam 

lingkungan akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya. 



 
 

 

 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di 

lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang 

perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 

yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 

kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang 



 
 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum
19

. 

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum 

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan
20

. 

Perlindungan konsumen adalah suatu segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa perlindungan konsumen mengandung aspek perlindungan 

hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan bukan hanya fisik investor 

selaku konsumen produk dan jasa investasi, melainkan juga pada hak-haknya yang 

bersifat abstrak. Hak-hak konsumen ini merupakan suatu bentuk cerminan 

kepentingan-kepentingan konsumen yang harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik 

oleh para pelaku usaha. Dengan kata lain, perlindungan konsumen itu sendiri 

sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen 

sekaligus haknya
21

. 
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Upaya hukum preventif merupakan upaya hukum yang memberikan 

perlindungan terhadap konsumen baik di dalam pengadilan maupun di luar 

pengadilan. Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan 

mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk 

menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang 

diderita oleh konsumen.” 

Sedangkan bentuk upaya hukum represif adalah upaya hukum yang dibuat 

untuk menyelesaikan suatu sengketa, yakni sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen: “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha 

atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Menyangkut 

perlindungan hukum terhadap konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 menjelaskan 

dengan tegas bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen”. 

b. Teori Penyelesaian Sengketa 

Kata sengketa (conflict; dispute) mestinya tidak hanya bersifat merusak 

(destructive) dan merugikan (harmful), melainkan membangun (constructive), 



 
 

menarik/menantang (challenging) serta dinamis sebagai katalisator perubahan 

(acatalystforchange)
22

. 

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketadapat terjadi 

antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok 

dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan 

negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, 

sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik 

dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. 

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 

pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada 

pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang 

dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang 

dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena 

adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu 

kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi 

wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. 

Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang 

lama dan melelahkan dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan 

mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga 

membutuhkan biaya yang cukup besar serta dapat mengganggu hubungan pihak-
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pihak yang bersengketa
23

. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan 

zaman, dimana kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan semakin 

besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang 

efektif lagi dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan 

pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses 

peradilan formal inilah yang disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR)
24

. 

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang 

menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih 

sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada 

para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung aspirasi dalam 

upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak
25

.  

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi 

dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, 

hal tersebut bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. 

Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, namun dia 

bertugas dalam membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau 

mencapai kata sepakat yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah 

persengketaan. Demikian maka, dalam menangani sengketa para pihak, mediator 
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haruslah memiliki kemampuan (skill) dalam mengupayakan dan memaksimalkan 

perdamaian diantara para pihak yang bersengketa
26

. 

c. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang 

diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum  

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal
27

. 

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh 

subjek yang lebih luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 
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menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum itu kurang lebih 

merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil 

yang sempit maupun dalam artian materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam 

setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun 

oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara
28

. 

Menurut Joseph Goldstein menjelaskan bahwa penegakan hukum sendiri, 

harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu: 

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) 

yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali; 

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan 

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; 

3.  Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul 

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber 

daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi 

masyarakat
29

. 

 

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan 

juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya 

hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang 
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tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya 

untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada 

seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Penegakan hukum 

persaingan usahadi Indonesia memperlihatkan titik terang dalam terciptanya keadilan 

pada persaingan menjalankan bisnis di Indonesia. 

d. Kerangka Konseptual 

a. Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus 

dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan 

dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. 

Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga 

telah menjadi perhatian dunia
30

. 

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari 

kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan 

konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian 
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perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai 

konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan 

kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu
31

. 

b. Konsumen  

Secara harfiah, konsumen mempunyai pengertian sebagai pemakai barang dan 

jasa yang dihasilkan produsen, sedangkan produsen diartikan sebagai setiap penghasil 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pihak lain atau orang lain. Kata konsumen 

berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsument, yang oleh para ahli hukum disepakati 

berarti sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa (uitenindelijk gebruiker van 

gorden en diesten) yang diserahkan oleh mereka kepada pengusaha (ondernemer), 

jadi mereka yang mengkonsumsi untuk dijual kembali (pemakai perantara) tidak 

termasuk kelompok yang dikategorikan dalam pengertian konsumen
32

. 

Pengertian yuridis formal ditemukan dalam pasal 1 angka (2) UUPK 

dinyatakan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”  

Kemudian Hondius (Pakar masalah Konsumen di Belanda) menyimpulkan, 

bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai 

pemakai terakhir dari benda dan jasa. Jasa adalah “ setiap layanan yang berbentuk 
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pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen
33

. 

c. Pelaku Usaha 

Pelaku usaha adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

Sedangkan Abdul Halim Barkatulah, menjelaskan pelaku usaha adalah “orang 

atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau 

”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah 

barang”
34

. 

 

d. Barang  

Barang adalah “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Sedangkan Fandy Tjiptono menjelaskan barang adalah “produk yang 

berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan 

perlakuan fisik lainnya”
35

. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya adalah 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan 

serta menganalisis mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang 

Dirugikan Akibat Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang yang 

Ditawarkan”. Menurut Jonny Ibrahim, menjelaskan bahwa “Penelitian hukum 

normatif  adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan 

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian 

hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu 

hukum normatif”
36

. 

Pendapat di atas, memperkuat pendapat Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan 

bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi dalam penelitian ini.  

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum    
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Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan 

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Menurut Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa “Dalam penelitian 

normatif, bahan yang diperlukan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, 

buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah”
37

.  

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut 

Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri 

dari: 

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila; 

2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil 

karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya 

dengan isu hukum terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang 

Dirugikan Akibat Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang yang 

Ditawarkan”. 

c. Bahan Hukum Tertier  

 Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, indeks 

kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian 

ini.
38

  

 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum    
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Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, 

menginventarisasi, membaca, mengutip, dan mengedit dari peraturan perundang-

undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber 

bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini 

yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat 

Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang yang Ditawarkan”. 

4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum    

Analisis bahan-bahan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), dan bahan-bahan hukum yang ada 

hubungannya dengan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang telah dikumpulkan 

dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (interpretasi) hukum, 

antara lain: 

Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa 

disebut penafsiran gramatikal. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang 

erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-

undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang 

ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. 

Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan
39

. 

Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari 

peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran 
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peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut dapat menyebabkan, 

kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih 

sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama 

disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan
40

. 

Selanjutnya dilakukan Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara 

Resmi.“Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang 

arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang 

dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim 

tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah 

ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri”.
41

  

Selanjutnya dilakukan upaya penemuan hukum  (rechtsvinding) dan 

pembentukan hukum (rechtsvorming) yang bersifat praktis-fungsional, dengan cara 

penguraian teleologis-konstruktif, sehingga ditemukan konsep hukum terhadap 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Dikelabui Oleh 

Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang yang Ditawarkan. 

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan logika 

berpikir deduktif yaitu berpikir dari hal-hal yang sifatnya umum atau luas sampai ke 

hal-hal yang sifatnya khusus, kemudian ditarik kesimpulan. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

Bab I :Pendahuluan, pada bagian pendahuluan ini akan menguraikan; Latar Belakang 

Masalah, Indetifikasi dan Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II :Tinjauan Pustaka, berisi: Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen, 

Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Peran Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 

dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menganalisis dan menjelaskan: 

  Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikelabui 

oleh pelaku usaha. Kemudian mengenai bentuk sanksi hukum yang tepat 

terhadap pelaku usaha yang mengelabui konsumen. 

Bab IV : Penutup; kesimpulan dan Saran.  

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 



 
 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelaku usaha dan konsumen di 

dalam hukum bisnis sekarang ini. 

2. Pemerintah dalam hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

harus dapat memberikan sanksi yang tegas baik sanksi yang bersifat perdata, 

pidana maupun sanksi yang bersifat administratif terhadap pelaku usaha yang 

tidak komitmen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menimbulkan kerugian bagi 

konsumen. 

3. Pemerintah harus meningkatkan peran Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN) badan ini dianggap belum memberikan perlindungan 

hukum terhadap konsumen secara maksimal karena masih banyak konsumen 

dirugikan oleh pelaku usaha. 

Rekomendasi; YLKI harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku 

usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terbukti merugikan konsumen. 
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